SALINAN

., BUPATI KARANGANYAR
- PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG

| KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang

Mengingat i

~ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

' BUPATI KARANGANYAR,

: bahwa un'tuk melaksanakan ketentuan Peratu‘ran Menteri Dalam

Negen Nomeor 11 'I‘ahun 20 19. tentang Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Pcmenntahan di Bidang Kesatuan Bangsa

. " dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Kedudukan,

Susunan Orgamsam, Tugas dan Fungm serta 'I‘ata Kex;]a Badan‘ , "

Kesatuan Bangsa dan Politik; ‘ ‘

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
‘Daerah-daerah Kabupaten da]am ngkungan Provm31 Jawa
‘Tengah; ' o5

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll

. Negara . (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
- Nomor 6, ’I‘ambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesxa Nomor
o 5494), ‘ ’

3. 'Undang~Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan

‘Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
',  Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara, Repubhk Indones1a ,
Nomor 558_7) scbagalmar_la telah beberapa kali diubah terakhir
- dengan Undang-Undang‘mebr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- ,Pemermtahan Daerah " (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
: Indonesm Nomor 5679),» ' : o



| Menetﬁpkahi B

4

"~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa ‘Tahun 2016

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

~Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 5887); | | '

Peraturan Menteri Dalam Ncgen chubhk Indonema Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

" Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

o Bupau Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan

| ~ Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomeor 16 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

~ Kabupaten Karanganyar (Lcmbaran Daerah Kabupaten R

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22)

~ MEMUTUSKAN :

‘PERATURAN"Y BUPATI TENTANG ~ KEDUDUKAN, SUSUNAN
~ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN -
| KESA’I‘UAN BANGSA DAN POLITIK. | |

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasé‘lﬂvl

Dalam Peraturan Bupau inj yang dlmaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar , o ,
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagm unsur penyelenggarav
Pemenntahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan .
pcmcrmtahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. .

.. Bupati adalah‘Bupatl Karanganyar.

Sekretaris Daérah adalah ~ Sekretaris Daéfah Kabupaten»

Karanganyar
Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtlk adalah Badan Kesatuan

Bangsa dan Pohtxk Kabupaten Karanganyar



o 6. Jabatan Fungsmnal adalah scxelompOK Jabatan yang berxsx fungSl.* SR
'vv‘,vdan | tugas berkautan dengan pelayanan fungsmnal yang‘f S

| berdaqarkan pada kcahhan dan keterampilan tertcntu -

A B'XBII v R
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI .

: Pasa12 -
‘(1) Badan Kcsatuan Bangsa dan Pohtxk merupakan unsur Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemenntahan bldang
AR kesatuan bangsa dan pohtlk PR BREEE o
u - : ' (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Polmk d1 p1mp1n oleh Kepala Badan.

Kesatuan Bangsa dan Poht1k yang bcrkedudukan di bawah dan TR

. bertanggung Jawab kepada Bupat1 melah.u Sekrctarls Daerah

Pasal 3

- "»f‘;'(

aKepala, T

b Sekretarlat terdm dan o A L 8
1. Subbagtan Program Anggaran dan Pelaporan, dan
2 Subbaglan Umum dan Kepegawalan '

c. Bldang Ideologl, Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Ekonoml,
 Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari: | | |
1 Subedang Ideolog1 dan Wawasan Kebangsaan, dan

, Agama - . }

d Bldang Pohtlk Dalam Ncgem dan OrgamsaSI Kemasyarakatan,

o terdmdan T L
L Subbldang Pohtlk Dalam Negerl, dan v“'_f |

2. Subbldang Orgamsam Kemasyarakatan B

Ll é B1dang Kewaspadaan Nasmnal dan Penanganan Konﬂlk terdm

i . dari:

1. Subbxdang chaspadaan D1n1 dan Kez:}asama Inteh_;en, dan
2 Subbldang Penanganan Fonfhk o

f Kelompok Jabatan Fungsmnal

1) Susunan orgamsam Badan Kesatuan Bangsa dan Pol1t1k tcrd1r1-

2 Subb1dang Ketahanan Ekonomx, S‘O‘Slal Budaya dan



(2) Bagan Orgamsasz Badan Kesatizan Bangsé dan Politik
sebagaumana tercantum dalam Lampmm yang merupakan bag1an
' udak terp1sahkan dari Peraturan Bupat1 ini,

- BABIII -
~TUGAS DAN FUNGSI - .

’ Bagian Kesatti
"‘Kepala Badan |

Pasal4 . | .
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk mempunyai tugas
" membantu Bupau dalam melaksanakan ‘urusan. pemermtahan

. b1dang kesatuan bangsa dan politik.

, » Pasal 5
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: -
a. perumusan kebijakan teknis di bzdang kesatuan bangsa dan
- politik di Daerah sesuai aengan ketentuan peraturan perundang- 3
undangan; v '
b. pelaksanaan kcbljakan di bldang pembmaan ideologi Pancasﬂa
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negen
~dan kehldupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
- sosial dan budaya, pembinaan kenikunan antarsuku dan intra )
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
- pemberdayaaﬁ organisasi ‘kemasyarakatan, serta pelaksanaan
. kcwaspadaan nasmnal dan penanganan konflik sosial di wilayah
kabupaten/kota sesuax dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
c. pelaksanaan koordmasx dl bidang pembmaan ideologi Pancasila
dan wawasan. kcbangsaan, penyeicnggaraan pohtlk dalam negeri
~dan kehidupan demokrasi, pemelxharaan ketahanan ekonomi,
i :;sosml dan budaya, pembmaa'l kerukunan antarsuku dan intra
- suku, umat bcragama, ras, dan golongan Iamnya, fasilitasi
- orgamsas: kcmasyarakatan ‘serta pelaksanaan kcwaspadaan ’
' " “nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten / kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




d pelaksanaan evalua31 dan pelaporan d1 b1dang pemblnaan 1deolog1‘:v': E

Pancasﬂa dan wawasan k\_bangsaan, penyelenggaraan ~politik |

e da]am negeri dan kehxdupan dcmokra31, pcmehharaan ketahanan o
- ekononn 3031a1 dan budaya, pembmaan kerukunan antarsuku

| ~dan mtra suku umat beragama, ras, dan golongan lamnya B
fasmtasr organ1sa31 kemasyarakatan - serta pelaksanaan’
kewaspadaan nasmnal dan penanoanan konﬂlk sosxal di wilayah

kabupaten/kota sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-' o

| o pelaksanaan fasiitasiforum ot  pimpinan  daerah
kabupaten/kota, e e T

f pelaksanaan admlmstras1 kesekretarlatan badan / kantor kesatuan-x
bangsa dan pohtzk kabupaten/kota, dan o R,
g pelaksanaan tugas lam sesua1 dengan tugas dan fungsmya '

, Bagxan Kedua
iv Sekretans o R

Pasal 6

o adalah unsur pembantu Kepala Badan

bertanggung Jawab kepada K\,pala Badan

Pasal 7

o ‘:_v"Imgkungan Badan

O R . . Pasa18 v
= Dalam melakeanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7
: Sekretarxs mempunyal fungsx LT ’ EERE

. La. pcngkoordmasmn keglatah

RS c  pembinaan dan pembenan dukungan admlmstrasl yang mchpuu i

.kerumahtanggaan, kear51pan dan kepegawa1an, o

Cds pengkoordmas1an tata laksana, o

' (1) Sekretanat sebagalmana dnnaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b’ ‘- o .

‘2) Sekretanat d1p1mp1n olch Sekretans, berada d1 bawah dan‘

Sekretarlat Badan bertugas memberxkan pelayanan admlmstranf d1- S

% iv'bs‘,ff"vpengkoordmasmn dan Penyusunan rencana dan program kerJa, AN s

""ketatausahaan keuangan o hukum,» hubungan masyarakat

e. 'pengkoordmaman dan - penyusunan peraturan perundang-‘

undangan serta peiaksanaan advoka31 hukurn, .



Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

- dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

ckonorm, sosial dan budaya, pernbmaan kerukunan antarsuku

.dan intra suku umat beragama, ‘ras, dan golongan lainnya,

fasilitasi orgamsam kema yarakatan, ‘serta  pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah -

' kabupaten/ kota sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang- :

(1)

@

‘undangan; . o L o ,
. pelaksanaan fasﬂxtasx forum :koordinasi' pimpinan' daerah

kabupaten/ kota

pelaksanaan adrmmstram kesckretanatan badan/ kantor kesatuan
bangsa dan polmk kabupaten /kota; dan - '

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

‘Bagian Kedﬁia

| Sek'retarisf .

Pasal 6
Sekretanat sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
adalah unsur pembantu Kepala Badan.

Sekretariat dxplmpm oleh Sekretaris, berada d1 bawah dan

- bertanggung Jawab kepada Kepala Badan

Pasal 7

| Sckretanat Badan bertugas membenkan pelayanan admlmstranf di

' lmgkungan Badan |

Pa‘;al 8

| Dalam melaksanakan tugas sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 7

" Sekretana mempunyal fungm

a.
by
c.

: pengkoordmasxan kegxatan,
pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
R pembmaan dan pcmbcrxan dukungan administrasi yang mchpuu _

 ketatausahaan, keuahgaﬁ, ~ hukum, hubungan mdsyarakat R

' ’kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
pengkoordinasian tata laksana ' ) N
pengkoordmaman dan penyusunan . peraturan perundang~
undangan serta pelaksanaan advoka31 hukurn, -




f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern‘,
pemenntah (SPIP) dan pengelolaan mformas1 dan dokumentas1, '

g 'penyelenggaraan pengelolaan barang m1hk/ kekayaan daerah :

‘ -dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;

o h. pelaksanaan monitoring, evaluasx dan pelaporan sesua1 dengan
- lmgkup tugasnya; dan ’ ' ‘

R pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas fungsmya

o Pasal 9 . :
(l) Sekretanat sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdm o
 dari: T , o
-a. Subbaglan Program Anggaran dan Pelaporan, dan

C b Subbagian Umum dan Kepﬁgawazan : v

'(2) Subbagian scbagmmana dlmaksud pada ayat { 1), chpnnpm oleh
- seorang Kepala Subbagian yang berada dlbawah dan bertanggung o

_]awab kcpada Sekretans : '

o Pasal 10

~ Kepala Subbagian Program Anggaran dan Pelaporan sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunya1 tugas:

a. menyxapkan bahan penyusunan rencana ch1atan dan Anggaran
(RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis; |

b. menyxapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

| Laporan Keterangan ‘Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggraaan Pemerintah Daérah (LPPD) dan laporan
sejenisnya; R - -

c. menyusun ~ dan  melaksanakan kebijakan anggaran,

: perbendaharaan dan pertanggung;awaban

i .}'_,d.A”melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan,

anggaran dan pertanggungjawaban kcuangan,» o v
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi . perbendaharaan,

: anggaran dan pertanggung;awaban, A
f. melaksanakan sistem pengendahan intern pemermtah dan
g melakukan evaluasi dan pelaporan fung51 - perbendaharaan,
anggaran dan pertanggung]awaban, o |
h. mcny;apkan bahan penyusunan 1nforma31 dan kehumasan, .
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi barang, R o

P SO e ran

[ .
i
i b



| Pasal 11 | |
Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugéS‘

2. melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat

- | b. melaksanakan pengelolaan kepegawman,

B c. melaksanakan pengelolaan kemmahtanggaan, . - v
d. melaksanakan - pengelolaan kearsxapan - dan ' hubungan

masyarakat,

Bagxan Ketxga
Bldang Idcologl, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonorm, Sosial

Budaya dan Agama

’ , - Pasal 12 ,
(1) B1dang Ideologl, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonorm,

Sosial Budaya dan Agama sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf ¢ adalah unsur pembantu Kepala Badan.
(2) Bidang Ideologi, Wawasan. Kebangsaan, Ketahanan Ekonomx,

Sosial Budaya dan Agama dzprmpm oleh Kepala Bldang, berada di

bawah dan bertanggung Jawab kcpada Kepala Badan.

v Pasal 13
»:Bldang Ideologl Wawasan Kebangsaan, Kctahanan Ekonomx, Sosml

‘Budaya dan Agama bertugas rnelaksanakan perumusan kebx_lakan: “

teknis bxdang 1deolog1, wawasan kebangsaan bela negara, karakter

bangsa, pembauran kcbangsaan, bhmeka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonorm, sosml dan budaya fasilitasi -

fpencegahan penyalahgunaan narkotxka serta fasxhtam kcrukunan -

umat beragama dan penghayat kepercayaan

Pasal 14

" Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 13,

‘ Kepala Bldang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonorm, .

~ Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi: | -
~ a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan

o kebang'saan,, bela negara, karakter bangsa, pembauran )

o

CHIRE i




'ketahandn ekonorm, somal dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika - serta fasilitasi kerukunan umat
beragarna dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
~ b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
- kebangsaan, bela negaré karakterj bangsa, . pembauran
- kebangsaan, bhmeka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
‘ketahanan ekonoml, 3031a1 dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat

- beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;

- c. pelaksanaan kebijaka‘n ‘di bidang ideologi, wawasan»kebéngsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggalz'vika dan sejérah kebangéaan serta ketahanan ékohomi .

- sosial, _d.a_n budaya, fasilitaéi pencegahan penyalahgunaan‘
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan -

| penghayat kepercayaand1 wilayah kabupaten / kota;

- d. pelaksanaan koordinasi dl bidang ideologi, wawasan kebangsaan,

(1) Bldang Idﬂologl, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonoml, .

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
’t’ung‘gal‘:ika dan sejarah kebangsaaﬁ serta ketahanan ékonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi ,pencegahan,’v peﬁyalahgunaan .
narkotika serta fasilitasi = kerukunan umat beragama dan
penghdyat kepercayaan di wﬂayah kabupaten/kota, B |
e ,pclaksanaan momtormg, cvaluasx, }dan pelaporan d1 b1dang

1deolog1, wawasan kebangsaan, bela negara, karaktcr bangsa
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah -
o ‘kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya‘ .
fasilitasi pcncegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi

‘kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di w11ayah
: kabupaten/ kota; dan , ’ '
f. pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas fungsmya

- Pasal 15

e kit 3 o ddAn A e b e e

| Sosxal Budaya dan Agama. sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 12
ayat ( 1), terdm dari: - o :
" a. subbidang Ideologi da~1 Wawasan changsaan, dan
b, subbldang Ketahanan Ekonoml, Somal Budaya, dan Agama ,,

Py

A



o 2) Subbldang sebagalmana dlmaksvd pada ayat (1}, dxplmpm oleh

seorang Kepala Subb1dang yang berada dxbawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bldang '

Pasal 16

Kepala Subbidang Ideologi dan-Wa'was_én Kebangsaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a

menyiapkan bahan penyusunan kebljakan bxdang 1deolog1 dan
wawasan kebangsaan; o | |
menyiapkan bahan pembmaan b1dang xdeologl dan wawasan-

kebangsaan;
menyiapkan bahan fas1htasx bda negara, pernbauran kebangsaan :

dan karakter bangsa

Pasal 17

" Kepala Subb1dang Ketahanan Ekonoml, Soswu, Budaya, dan Agama

o sebagaimana dlmaksud da]am Pasal 15 aYat (1) huruf b mempunyai o

tugas:

menyiapkan bahan pelaksanaan kcbgakan ketahanan ckonorm,
‘sosial, - dan ,budaya, famhtasl | pencegahan_ penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan; o o |
menyiapkan fasilitasi dan bahan pembinaan pencegahan

'penyalahgunaan narkotlka, dan
‘menyxapkan fasilitasi dan bahan pembmaan kerukunan umat

' ber_agama dan penghayat kepercayaan.

Baglan Keempat
Bidang ] Pohnk Dalam Negen dan 0rgamsas1 Kemasyarakatan

Pasal 18

(1) B1dang Pohtxk Dalam Negeri dan Orgamsasx Kemasyarakatan
A sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah

unsur pembantu Kepala Badan.

(2) Bldang Bidang Politik Dalam Negcn dan Organisasi
’ Kemasyarakatan dipimpin oleh chala Bidang, berada di bawah

~ dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.




Pasal 19

Bidang PO]iﬁk : Dalam Negcn dan Oroa_n]sas1 Kemasyarakatanb .

bertugas merumuskan pelaksanaan zcebljakan d1 b1dang pendxdlkan'_:f_.’}'f "

;;":,‘polxtlk etxka budaya poht1k pemngkatan demokra51, fas111ta81;‘, IR

umum/ pem111han umum kepala daerah pcmantauan situasi poh'ak'

'Serta pendaftaran organzsasx - kemasyarakatan pemberdayaan -

organxsasx kemasyarakatan, evalua31 dan med1a81 : qengxetajf»'

kelembagaan pemermtahan, perwahlan dan parta1 p011t1k pcrmhhan :-

o orgamsasz kernasyarakatan, pengawa an orgamsasx kcmasyarakatan

e dan organlsaSI kemasyarakatan asmg

Pasal 20

& mempunyal fu11g31 IR

f}Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 19, .

o ?? Bldang Pohtlk Dalam Negerx dan Orgamsam Kemasyarakatan_!gvf:"~  ' 

'a penyusunan program kcha d1 b1dang pend1d1kan polmk etlka‘_'*v’: ,
e :;budaya pohnk penmgkatan demokram, fasxhtam kelembagaan- R R

"pemenntahan, perwakllan dan . partal pohuk pexmhhan*

,umum/pemxhhan umum kepala daerah pemantauan situasi

' -:.“pohtxk : serta pendaftaran orgamsasx B xiemasyarakatan,,,'i

L sengketa orgamsas1 kemasyarakatan, pengawasan orgamsam .

S Daerah N |
b, penyusunan bahan pemmusan kebljakan d1 bidang pend1d1kan |
| ‘:”‘v"pohuk etika budaya pohtlk penmgkatan demokrasx fasﬂ:tasx}' |

o pcmbcrdayaan orgamsas1 kemaoyarakatan, evaluasx dan med1as1 o

. kemasyarakatan dan orgamsd& kemasyarakatan asmg d1 .

o :»kelembagaan pemcrmtahan perwak1lan dan parta1 poht1k S
o permhhan umum/ pcmlhhan umum kepala daerah, pemantauan
- Sltua51 polmk serta pendaftaran orgamsaol kcmasyarakatan,x B

'- -"Daerah

- " .pemberdayaan orgamsasx kemasyarakatan, evalua31 dan med1a31 -fjv -
- sengkcta organxsa31 kemasyarakatan pengawasan orgamsas1 o
vkemasyarakatan dan orgamsam lfemasyarakatan asmg d1 .

o | pe]aksana an kebuakan d1 b1dang pend1d1kan pohtxk etxka budayaf  '  ;

R politik, pemngkatan demokras1 fasxhta& kelembagaan
pemermtahan, perwakxlan dan partm pohnk pemlhhanf :
_,umum/ permhhan ‘umum kepala daerah pemantauan sztuasr Gl

»pohtxk ' serta pendaftaran B organ1sas1 kemasyarakatan




pemberdavaan organ1sas1 kemasyarakatan evaluam dan med1as1
sengketa organisasi kemasyarakatan pengawasan orgamsas;
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatanv asing di
. Daerah; | - o
d. pclaksanaan koord1nas1 di b1dang pendldlkan pOlltlk et1ka
budaya pohtlk pcnmgkatan demokrasi, fa3111ta31 kelembagaan
pemerintahan, pgrwakﬂan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pcndaftaran orgamsasx kemasyarakatan, = pemberdayaan
orgamsas1 kcmasyarakatan, evalua31 ‘dan mediasi séngketa
organisasi  kemasyarakatan,  pengawasan  organisasi
kemasyarakatan dan crganisési kemasyarakatan asing di
Daerah; i o |
e pelaksanaan rnomtormg, evaluasi, dan pelaporan di bidang
: pendldlkan politik, etlka budaya politik, pemngkatan demokrasi,
- faSIIItaSI kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partax '
pohtlk_,pcmlhhan umum,/ pemilihan umum kepala daerah,
pemanta»uanv _situasi 'politik se'r_ta'»_. pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyafakatan,
evalua31 dan mediasi scngketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan orgamsaé: : kemasyarakatan dan ~organisasi
kemasyarakatan asing di Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

N EE pasal_zl o
(1) Bldang Bldang Pohtxk  Dalam Negeri dan 'Orga'nisasi |
Kcmasyarakatan sebagaunana dlrnaksud dalam Pasal 18 ayat (1),

terdiri dari: o .
a. Subb1dang Politik Dalarn ‘\Iegerl dan N

b. Subbldang Organisasi Kemasyarakafan : ,
(2) Subbxdang sebagaimana dimaksud pada a _/at (1), dlpxmpm oleh
seorang Kepala Subbldang yang berada dxbawah dan bertanggung .

jawab kepada Kepala Bldang | I e

: R Pasal 22 . v
‘ chala Subbldang Pohtlk Dalam Negen sebagalmana dunaksud -
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mcmpunym tugas

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pendldxkan polmk etxka budaya pol'tlk penmgkatan demokram,




faszhtas1 kelembagaan pemermtahan, . perwakﬂan dan partai' :

pohtxk pem111han umum/ pem111han umum kepala daﬂrah serta -

pemantauan s1tuas1 polxtxk

o b menyxapkan bahan fasﬂltasy dan pembmaan kelembagaan

pernermtahan, perwakﬂan dan parteu pohtlk pemzhhan umum/ L
pemlllha.n umum kepala daerah; dan- | EER

' e mejaksanakan pemantauan situasi pohtlk

B Paqal 23

RN :Kepala Subb1dang Orgamsa51 Kemasyarakatan bebagmmana} o

" dlmaksud dalam Pasal 2 1 ayat (1) humf b mernpunyax tugas

-:'3"""a menylapkan bahan pelaksanaan kebljakan daerah b1dang‘

o pendaftaran orgamsasx kemasyarakatan pemberdayaan organisasi o

T v_,kemasyarakatan evaluam dan med1a51 . sengketa orgamsasr'b

kemasyarakatan pengawasan orgamsam kemasyarakatan dan o

organlsas1 kemasyarakatan asmg, e

e b. melaksanakan fa51hta51 pendaftaran orgamsam kemasyarakatan, .

kemasyarakata:i I | o ,

Lt meny1apkan bahan evaluam dan medla medxa sengketa orgamsas1 g
.,".‘,»‘,}vkemasyarakatan dan ERRRn o
e 'meny1apkan bahan pengawasan orgamsast kemasyarakatan dan

| _';orgamsam kemasyarakatan dmng

Baglan Kehma o

T _ Pabal 24 ‘ ) .
(1) Bxdang Kewaspadaan N Nas;onal dan ; Penanganan Konﬂlk |
sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah*} ‘:

unour pembantu Kepala Badan

c.‘melaksanakan _ fasxhtas1 - pemberdayaan _qrgam_:_sasx S

B1dang Kewaspadaan Nasmnal dan Penanganan KOnfh k | o

S ;"‘?(2) Bldang chaspadaan Nasmnal dan Penanganan Konfhk d1p1mp1n
3t oleh Kepala Bxdang, bcrada d1 bawah dan bertanggung jawab o

kepada chala Badan B

Pasal 25

B1dang Kewaspadaan Nasxonal dan Penanganan Konfhk bertugas",
perumusan pelaksanaan kebljakan bldang kewaspadaan dxm, e



T

: ; ikerjasama mtehjen, pemantauan orang asmg, tenaga kerja asmg dan' ) .

A kelembagaan bldang kewaspadaan, serta penanganan konfhk

Pasal 26

: Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dxrnaksud dalam Pasal 25

o B Kewaspadaan Nas1onal dan Penanganan Konfhk mempunym fungsx

» Lembaga asmg, kewaspadaan perbatasan antar negara, fa5111ta31, L

fa. '"penyusunan program kerja dl bldang kewaspadaan d1n1,” S

.v:kerjasama lnteluen pemantauan orang asmg, tenaga kexja asmg RN

an dan Lembaga asmg, kewaspadaan perbataqan antar negara,_"”_-‘_

o d1n1, kexjaqama mtehjen, pemantauan orang asmg, tenaga keljaf':""

e asmg dan Lembaga asmg, kewaspadaan perbatasan antar ncgara, -

| X | 1nteh3en, . pemantauan orann} a81ng tenaga kcr_]a asmg dan,
Lembaga asmg, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasmtas{'_v;g .
v kelembagaan bldang kewaspadaan, serta penanganan konfhk dlf : o

o ‘Daerah

’ , ‘"‘mtehjen, pemantauan orang asmg,_ tenaga kerja asmg dan 2‘ _ ‘:. |
_Lembaga asmg, kewaspadaan pcrbatasan antar negara, faszhtasr '
kelembagaan bldang kewaspadaan, serta penanganan konﬂxk d1 ’
. pelaksanaan momtormg, evaiua31, dan pelaporan d1 bldang S
B kaewaspadaan d1m ker_;asama 1nteh]en, pemantauan orang asing, =
'tcnaga kerJa asmg dan Lembaga asmg, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fasﬂltam kelembagaan b1dang kcwa«padaan, serta* .

,' penanganan konfhk d1 Daerah dan .

L ‘ f._‘pelaksanaan tugas Iam sesua1 dengan tugas fungsmya R

Pasal 27

o (1) Bxdang | Kewaspadaan Nasxonal dan Penanganan Konﬂlk-'
| sebagalrnana dnnaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1), terdm dan

o fasxhtasx kelernbagaan bldano kewaspadaan, serta penanganan’f S
v.,:f:_konihk d1 Daerah S Sy
.:".f-f,pelaksanaan keb13akan d1 b1dang kﬂwaspadaan dlm, kczjasama, St

.:pelaksanaan koordma51 di- b1dang kewaspadaan dlm, keﬂaSama}}: T

fasxhtam kelembagaan b1danc kewaspadaan, : serta penanganani-}-’ ',
;,konfhkdl Daerah e Lo e
-.':penyusunan bahan perumusan kebuakan dx bxdang kewaspadaan s




a Subb1dang Kewaspadaan D1n1 dan Ker_;asarna Intehjen dan

b Subbxdang Penanganan Konfhk

o }; ,(2} Subb1dang sebaga1mana dlmaxcsud pada ayat (1), dxpzmpm oleh‘ o

o Jawab kepada Kepala Bldang

Pasal 28 :

]vseora.ng kepala Subb1dang yang berada d1bawah dan bertanggung‘ i

o ‘;f,Kepala Subb1dang Kewaspadaan Dm1 dan Kerjasama Intehjen
S sebagannana dlmaksud dalam Pasal 27 ayat (l) huruf a mempunyal EE

: _.v‘tugas

| e meny1apkan bahan pelaksanaan kebuakan daerah bldang'-" o

kewaspadaan dm1, kerjasama mteluen, pemantauan orang asing,

tenaga kelja asmg dan Lcmbaga asmg, serta fasxhtam L

kelembagaan bldang kewaspadaan o ) . L
: b_ menylapkan bahan koordma.n kewaSpadaan d1n1 dan kerjasama .-

- 1ntehjen, IR

c meny1apkan bahan pcmantauan orang asmg, tenaga kerja asmg - J

BN dan Lembaga asing; dan |
L d menyzapkan faszlxtas1 kelembagaan bldang kCWaSpadaan

R Kepala Subb:dang Penanganan Konﬂxk sebagannana dlmaksud, 3

- g dalam P Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunya1 tugas

a menylapkan bahan pelaksanaan kcbljakan daerah b1dang 'A

o penanganan konﬂlk S -
e b menylapx(an bahan f93111ta31 pclaksanaan b1dang penanganan o
L konﬂxk | RERE EERTE ) | -
. c. menylapkan bahan koordmaa penanganan konﬂlk dan :  ' R

I vd menympkan bahan pembxnaan penanganan konﬂzk

 begankenam
‘ ’;,’Kelomp.o'k Jabafan Fuﬂgsi"’na‘f

P S Pasa130 N N o
i ;;Kelompok Jabatan F‘ungsxonal dltctapkan berdasarkan peraturan
: perundang-undangan : e : : R




- : Pasal 31

¢ 1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdiri dan tenaga fungsmnal yang

| ' terbag1 dalam kelompok sesuai dengan bxdang keahliannya. ’

, (2) Jumlah jabatan Fungsmnal sebagmmana dlrnﬁksud pada ayat [1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

_(3) Jenis dan JenJang Jabatan P\mosmnal sebagalma.na dnnaksud pada

ayat (2), diatur sesuai peraturan pemndang-undangan |

A Pasal 32
Jabatan Fungs:onal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Seks1/
Subbagxan dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang
jabatannya yang mem111k1 keterkaitan dengan pclaksanaan tugas
~ Jabatan ‘Fungsional. - '

- BABIV
TATA KERJA

- ‘Pasal 33 ) o
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyarhpaikan laporan hasil
pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati. :
| - ~ Pasal34
(1) Kepala Badan Kesatuan Bangoa' dan Politik membuat usulan
analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban ker]a, dan uraian

tugas kepada Bupat1 - . .
(2) Analisis jabatan, peta )abatan, anahs1s beban kerja, dan uraian

’ tugas dltetapkan oleh Bupati.

’ S Pabal s o : |
( } Kepala Badan, Sckretans Kepala Bldang, chala SCkSl dan Kepala A
" Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prms1p

~ koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. .
3 (2} Kepala Badan, Sekrctarls, chala Bidang, chala Seksi dan Kepala |
- Subbagian melaksanakan tugas menerapkan pnn51p perencanaan,
: pcngorgamsasmn, pemantauan, ‘evaluasi dan pelaporan.. :

; -(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan chala

' Subbaglan melaksanakan s1stem pengendahan mtern pemenntah |




' . . | Pasal 36 ,

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtlk bertanggung Jawab
- memimpin, mengoordmablkan dan memberikan pengarahan
: terhadap pelaksanaan tugas bawahan
) Kepala Badan Kesatuan ‘Bangsa ‘dan Pol1t1k melaksakan
o pengawasan tugab bawahan dan mengamb11 langkah langkah yang
dtperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

_ - Pasal 37
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtlk waij menyampalkan
laporan berkala tepat pada waktunya ’

, Pasal 38

B Dalam melaksanakan tugas di w1layah chala Badan Kesatuan

| Ban?sa dan POlltlk wajib melakukan koordmasx dengan Camat

BABV |
KETENTUAN PERALIHAN ,

Pasal 39

E 'Pada saat Peraturan Bupah ini mu1a1 berlaku ‘maka pejabat yang‘

ada tetap menduduk1 jabatannya dan melaksanakan tugasnya
- sampai - dengan dltetapk'mnya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupatx ini. ' ’

BAB VI
KET ENTUAN PENU’I‘UP '

o . Pasal40 | .
Pada saat Pﬁramran Bupat: ini mulai berlaku, Peratura.n Bupau
'Karanganyar Nomor 34 ’I‘ahun 2011 tentang penjabaran tugas dan

fungsx Jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Karanganyar ‘(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar '
Tahun 2011 Nomor 34}, c_hcabut dan dinyatakan tidak berlaku.



. Pasal 41 _
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangayar. '

ﬁitetapkan di Karariganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

| td
e o ~ JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar - |
pada tanggal 30 Desember 20 19
SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd 1

o SUTARNO - S
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 106

Sahnan sesuai dengan aslmya
- _ZSEKRETARIAT DAERAH
/ KABUPATEN KARANGANYAR
S Ke _ala\Baglan Hukum,

- f NIP. 19730311\199903 1 009



' LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 2019’
. .TENTANG | .
" KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI 'TUGAS DAN FUNGSI
 "SERTA TATA KERJA BADAN . KESATUAN BANGSA DAN
T | - POLITIK
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kepala
Sekretariat
1
— I
Jabatan l*lungsmnal . [ : —
Sub Bagian Sub Bagian Umum Dan
Program Anggaran dan Kepegawaian
Keuangan
[ B
: kﬁg‘;";ﬁjﬁg‘; &ﬁm Bidang Politik Dalam Bidang Kewaspadaan
~ Ekonomi, Sosial Budaya, Agama - Negeri Dan Organisasi - Nasional dan Penanganan
’ Kemasyarakatan Konflik
] B |

- Sub BidangIdeoclogi Dan Sub Bidang Politik Sub Bidang Kewaspadaan

- Wawasan Kebangsaan _ Dalam Negeri Dini Dan Kerjasama Intelijen
.~ Sub Bidang Ketahanan s . s )
) . A ub Bidang Organisasi Sub Bidang Penanganan

Ekonomi, Sosial , Budaya, Bhan 'Kemasyarakatan Konflik
. dan Agama ST
BUPATI KARANGANYAR,
ttd

- JULIYATMONO



